PENGUASAAN, PEl'uﬂLlKﬁN DAN PENDAFTARAN
HAK ATAS TANAH :
(Hubungan antara Hukum, Badan Hukum dengan Tanah)

: Tondo Subagijo”

Pendaftaran  tanait adaloh rangkaian kegiotan yang dilskukan’ oleh Pemterifitih secara ferus
meneris, bevkesimaminangan dav teratur meliputi pengumpular, pengolahan, pembukuan dan pereyajian
serta pemeliharaan datd fisik dan data yiridis dalam bentuk feta dan dafler, mengenat bidang-bidang
banah yang sudsh ada Bakriya dan bk moilik alas satuan rumah susun serta hak-hak tertemiu yang
membebanimi. ! i

| Apdibila berbicara lentang Pendaftarin Tanah, di Indomesin terdapat hermicam-macam status
tanah yarg befum terdaftar mersrut UUPA anbara lain tangh bekas hak adat, Tanah Negara bekas hak
berat doh Tamh Negara bébas, Untuk memperoleh status hak atas tangh dari fanah bekds hak adat dan
et Lk Tiekvjallé ik menurut UUPA diperfukan alas hak yang berbeda-beda dan demgan prosedur
yuril Ferbeda pula,
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Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan
yang terkandung di dalamnya pada ‘ting-
katan "tertinggi dikuasai dleh Negara, dan
otk ftuk sl iy
muran rakyat Ketenfian tersebut sebagad
I . hidim Agraria Nesional
yang akhirnya melahirkan Undang-Undang
No. 5 Tah' 1960 Tentang Ketentuan Dasar
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hubungan antara orang-orang dengan

Menentukan dan mengatur hubungan-

hubungan hukum antara orang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukuum yang

mengenai bumiair dan ruang angkasa.
Apabila  kita cermati,

Pokok Agraria (UUPA) dengan memperluas
cakupmp@ngm;anﬂeghmnmahs
Bumi#ir dan niang angkisa. Dalam phsa; 2

_ WEWerang
negara untuk mengatur 3(tgalhal tersebut
akan melshirkan keharmenosan hubungan
hukum antara orang dengan tanah, orang
dengan badan hukum  yang akhimya
melahirkan hak dan kewajiban yang tertata
dalarn lalu fintas hukum. Hubungan hukum
antara orang dan Badan hukum dengan
tanah,dapat berupa hubungan penguasaan
atau hubungan pemilikan. Hubungan

" Tondo Subagijo adelah Kepala Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo
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penguasaan hisa terjadi’ hitbungan “dntira
orang,/Baclan hukum dengan tanah tanpa
dilindungi dengan sesuatu hak seperti diatur

dalam pasal 16
suatu hak bisa hanya berupa hubungan
phisik saja. Sedang kepemilikan adalah
hubungati antara orang,/ Badan hukum yang
dilanchasi déngan sesuatu hak menurut pasal
s ULPA,
" Hobungan pengoasaan ada vang
difandasi dengan alas hak misalnya kuasa,
dewa menyewa,izin peniggunaan dan ‘ada
wyang Hdak dilandasi'dengan alas hak' atau
7 dalamvistilahnya dikienal dengan penguasaan
kanpa izin }ra.ngba'lu.{: tau kuasanya (dalam

Dengan demikian bisa terjadi sese-
orang / Badan hukum:'
1. Memiliki tanah dengan hak, juga seka-
ligrs menguasai/ memanfaatkanya.
L2 Memniliki tanah  tetapi tidak mengu-
asai/ memarfaatkan secara phisik.

&rtﬂmgumfmm tanah tanpa -
“hady dengan dnin yang berhak (ada -

sriey Thubungan hukdem),

&ah‘hﬁgﬂdﬂfﬁmtﬂnfaaﬂﬂmﬂﬂhmnpa.

Fm'ﬁhu‘an terhadap hubungan - hu-
J*Immmtan orang-orang dengan biumi yang
- macam-macam hik atas tansh (permukaan
" bumi) yang dapat: dipunyai oleh ordng’per
m nnnghuik sendiri maupun bersaria-sama
- derigan orang-orang lain serta badan-badan
bk e
" Hak-hak atas tanah tersebut dimak-
sudkan memberi wewenang untuk memper-
gunakan tanah yang bersangkutan, sekedar
untuk  kepentingan  yang

25w e ok bk 1 S-S I ¥

q‘.l.a!:t*’ pmgahuan hukum yang l!un.
Sedangkan hak-hak atas tanah menurut

UUPA. Hubungan

@ pa

dipertukan
l-nssmmbﬁhuwandmw Pmmnmn

'Lﬁ'&;n:mt pﬂ.ﬂf 16 L:I'UIE’A adalah meliput:
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai Hak Sewa, hak
membuka tanahhak memungut hasil hutan
“serta hak-hak lain yang tidak termasuk
dalam hak tersebut diatas yang akan

i dengan Undang-Undang dan
Hak yang bersifat sementara.

Hak-hak atas tanah dapat dipero-
leh/lahir kareta :
Pemberian Hak
Untuk pertama kali atas Tanah Negara.
Perpanjangan hak.
Pembaharuan hak
Konversi dari hak mihk adat.
Peralihan hak: Jual Beli Hibah, Waris,
Tukar Menukar.

Untuk melindungi hak atas tanah
tersebut dan agar memperoleh kepastian hu-
kum maka Pasal 19 UUPA  meneritukan
perlunya diselengparakan Fmd.uflnm Ta-
nah di Indonesia,,

Pengertian pendaftaran tanah adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah “secara terus menerus, berke-

 pulan, pengolahan,pembukuan dan penya-

yiridis  dalam ety sdani datlar,
mEmhﬂahg-Hdhdghﬂah yanig sudah
dﬂhﬁhﬁﬂdﬂﬂ%ﬂuﬂkmmm
Susun serta iia]t—ha_k ’ltrtmmr ;,-"ahg e

bebaninya 7"

tyd Apahxhhm‘lﬂcammtaﬁg?ﬂmdn&&mn
“Tanah, ' di ' Indénisi Eﬂﬂai;:at ‘bermacam-
macam status tanah’ yang' belum terdaftar

" memrut THIPA antara liin' tanah bekas hak

adat, Tafish Negara Helds 'hak’ bérat dan
Tanah MNegara bebas. Untuk -

status ‘hak atas tanah dari tandh bekas hak
adat dan hak-hak lain menjadi hah menurat
UUPA diperiukan alas hak yang berbeda-
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Tata Cara Pendaftaran Hak Atas Tanah
bekas hak adat saja mengingat tanah bekas
hak adat mendominasi status tanah di
Indonesia.

2. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Tanah berdasarkan pasal
19 UUPA telah dilaksanakan sejak tabun
1961 dengan lahimya Peraturan Pemenntah
MNo. 10 Tahun 1961 tentang Pengaftaran
Tanah. Akan tetapi hasil yang dicapai
kurang mengembirakan antara lain karena
Peraturan Pemerintah MNo. 10 Tahun 1961
idak menuntaskan = antara pendataan,
pengukuran dan pendaftaran serta selain
berazaskan negatif juga pasif, kurang pro
aktif Pemerintah lebih banyak menunggu
permohonan pendaftaran dari masyarakat
(kurang pro aktif).

Oleh  karena  itu maka Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dicabut dan
diganti dengan Peraturan Pemerintah MNo. 24
Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya
berdasarkan Peraturan Menteri  Negara
Agraria/Kepala Badan Pertahanan MNasional
MNo. 3 Tahun 1997, bahwa Pendaftaran Tanah
di Indonesia dapat diternpuh melalui 2 (dua)
cara yvaitu Pendaftaran Tanah secara Siste-
matik dan Pendaftaran Tanah secara Spo-
radik.

a. Pendaftaran Tanah secara Sistematik
Pendaftaran tanah secara sistematik
adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak
vang meliputi semua obyek Pendaftaran
Tanah yang belum didaftar dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan.

b. Pendaftaran Tanah secara sporadik
Pendaftaran tanah secara sporadik
adalah kegatan Pendaftaran Tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau
obyek - Pendaftaran Tanah dalam wilayah

atau bagian wilavah suatu Desa/Kelurahan
secara individual atau massal.

Melalui kedua cara tersebut di atas
semua  tanah-tanah i Indonesia dapat
didaftar untuk memperoleh status  hak
menurut UUPA, termasuk tanah bekas hak
adat.

3. Tatacara Pendaftaran Tanah Bekas Hak
Adat Secara Sistematis

Cara ini lebih dikenal dengan Aju-
dikasi yaitu suatu kegiatan yang dilaksa-
Tanah wuntuk pertama kali melipub
pengumpulan dan penetapan kebenaran
data fisik dan data yuridis mengenai satu
atau beebrapa obyek Pendaftaran Tanah
untuk keperluan Pendaftarannya. Sistem
Ajudikasi ini di Indonesia dibiayai dengan
anggaran Pusat atau Daerah atau secara
Swadaya oleh masyarakat dengan perse-
tujuan Menteri.

Pendaftaran Tapah secara Sistematik
melalui Pola  Ajudikasi mempunyai spe-
sifikasi khusus i mana sertifikat hak
tanahnya tidak ditandatangni oleh Kepala
Lantor Pertanahan, melainkan ditanda-
tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi. Ke-
wenangan penandatangann Sertifikat oleh
Ketua Parutia Ajudikasi ini diatior dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN Mo. 3 Tahun 1997 pasal 53, ayat 1 huruf
&, yarbu atas nama Kepala Kantor Pertanahan
menandatangani Buku Tanah dan Sertifikat
serta mengesahkan Peta Pendaftaran.

Dalam menjalankan tugasnya Tim
Ajudikasi mempunyai struktur organisasi
yang disebut dengan Susunan Panitia
Ajudikasi. Susunan Panitia Ajudikasi terdiri
dari :

1. Seorang Ketua Panita merangkap
anggota, vang dijabat oleh Pegawai BPN

. yang mempunyal kemampuan pengeta-
huan dibidang Pendaftaran Tanah dan
atau hak-hak atas tanah, yang-tertinggi
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pg;gknh‘nya dianfara ‘para anggota pa-
nitia,

2 Seorang Wakil Ketua | merangkap ang-
gota, yang diabat oleh Pegawai BFN
yang mempunyai kemampuan dan pe-
ngetahuan di Bidang Pendaftaran Tanah,

3. Seorang Wakil Ketua I  mer
anggota, yang dijabat oleh Pegawai BFN
yang mempunyai kemampuan dan pe-
ngetahuan di bidang Hak-Hak Atas
Tanah.

4. Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang
bersangkutan atau Pamong Desa/
Kelurahan yang ditunjuknya sebagai
anggota. Selain itu masih ditambah lags
Satgas Pengukuran dan Pemetaan serta
Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi.

Oleh karena Pendaftaran Tanah secara

Sistematik kegiatannya serentak dan menye-

luruh dalam arti Deésa demi Desa, maka

prioritas Desa yan telah ditunjuk oleh

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN seba-

gai  lokasi  Ajudikasi  didaftar  secara

keseluruhan, Dalam  pelaksanaan di la-
pangan BPN  bersifat pro  aktif artinya
melalui Satuan Tugas (Satgas) Yundis yang
merupakan unsur Tim Ajudikasi menda-
tangi dari rumah ke rumah dan mencatat
apa 'saja dokumen yang dimiliki oleh pemilik
tanah baik tanah-tanah yang belum ber-
sertifikat maupun tanah yang telah
bersertifikat. Tujuan mendata tanah yang te-
lah bersertifkat tersebut adalah untuk
menghindari adanya overlaping (pertampal-
an/tumpang tindih) sertifikat Sedangkan
bagi tanah yang belum bersertifikat didata
pada Daftar Penyelidikan Riwayat Tanah
atau dalam istilah populernya Daftar Isian

(0n.0) 201. Dalam Daftar Isian imilah semua

- peristiwa hukum yang terjadi pada selap
perubahan pemilik tanah (Subyek 'hak)
dicatat secara teliti dan bila ada dilampirkan
juga bukti-bukti tertulis yang dipunyvai,

Berdasarkan data-data tersebutlah -

kemudian disimpulkan apakah diijinkan

UUPA dapat di

atau tidak ‘permohonan pendaftaran atas
tanah itu. Selama i rata-rata obyektanah
vang terdapat dilokasi Ajudikasi semua
difjinkan kecuali apabila tanah tersebut
pada saat pendaftaran berlangsung masih
dalam sengketa pengadilan maupun

sebelum sampai tingkat P atau
pemiliknya tidak mau ikut Proyek Ajudi-
kasi.

Setelah seluruh bidang tanah didaf-
tar, selanjutnya diadakan pengukuran
tiap-tiap bidang tanah meng-
gunakan fingkat ketelitian: tertentu. Pe-
laksanaan pengukuran ini BPN dapat
menggunakan tenaga Surveyor dari luar
yang tergabung dalam rekanan tertentu
yang telah mempunyai reputasi termasuk
dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM).

Dari hasil ukur yang berupa Peta

tanah ' vang dipadikan

ilik tanak (Subyek hak) berda n

il penelitian lapangan dibuatkan pe-
ngumuman selama 30 (Hga puluh) hari.
Kekuatan hukum terhadap status hai ini
sangat tergantung kepada efektif dan
tidaknya proses pengumuman berlang-
sung. Untuk itu faktor penyuluhan
merupakan modal dasar bagi keberhasilan
Pendaftaran Tanah secara Sisternatik.

Apabila seluruh rangkaian kegiatan
tersebut selama 30 (tiga plﬁku‘:l} hari tidak
ada para pihak yang keberatan,maka
tanahnya didaftar dan diterbitkan Ser-
tifikat hak atas tanah langsung atas nama
pemegang hak terakhir.

4. Tata Cara Pendaftaran Tanah Bekas
Hak Adat Secara Sporadik

Tata cara inl merupakan cara
yang selaria ini lazim dilakukan di Kantor
Pertahanan Kabupaten/Kotamadya sela-
ma ini yang bersifat rutin, artinya pe-
nanganan BPN bersifat pasif yaitu' BPN

- menunggu para pihak yang akan mendaf-
‘tarkan kepemilikan tanahnya.

Untuk keperluan pendaftaran hak-
hak atas tanah yang berasal dari Konversi
hak-hak lama menjadi hak (milik) menurut
tikan dengan alat bukti
mengenai adanya hak tersebut berupa
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bukti tertulis, keterangan saksi dan atau
pernyataan vang bersangkutan vang kadar
rannya dianggap cukup oleh
Kepala Kantor Pertahanan baik mengenai
pemegang hak, jenis hak dan hak-hak
pihak lain yang membebaninya,
1 MNamun apabila tidak
lagi  tersedia secara lengkap  alat
pembuktian sebagai-manan tersebut di
atas, pendaftaran hak dapat dilakukan
berdasarkan kenyataan penguasaan phisik
bidang tanah yang bersangkutan selama
20 (dua puluh) tahun atau lebih secara
berturut-turut oleh pemohon dengan
syarat: {1) Penguasaan tersebut dilakukan
itikad baik dan terbuka oleh yang
bersangkutan sebagai vang berhak atas
tanah, serta diperkuat o kesaksian
orang yvang dapat dipercaya, (2) Pengua-
saan tersebut baik sebelum maupun
salama gumuman yaitu 60 (enam
puluh) hari hdak dis olesh masya-
rakat hukum adat atau Desa/Kelurahan
yang bersangkutan ataupun pihak lain.
Pendaftaran hak atas tanah yang
berasal dari konversi hak-hak lama harus
disertai dengan dokumen asli yang
membuktikan adanya hak yang bersang-
kutan yaitu berupa, Petuk Bu-
mifLandrante, girik, pipil, kekitir dan
Verponding Indonesia sebelum berlakunya
A" Apabila bukti kepemilikan se-
bidang tanah tidak lengkap atau tidak ada,
pembuktian kepemilikan atas bidang
tanah itu dapat dilakukan bukti lain yang
dilengkapi dengan pemyataan  yang
bersangkutan dan keterangan yang dapat
dipercaya dani  sekurang-kurangnya 2
(dua) orang saksi dari lingkungan
masyarakat setempat yang tidak mem-
punyai hubungan keluarga dengan yan
bersangkutan sampai derajat kedua bai
dalam kekerabatan vertikal maupun
hirizontal yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan adalah benar pemilik bidang
tanah-tanah tersebut. Selanjutnya dalam
hal bukti-bukti mengenai tanah tersebut di
atas bdak ada, maka permchonan
pendaftaran dari pemohen yang menya-
takan hal-hal sebagai berikut:
Penguasaan, i, daw T

FPERSPENTIF, Vilume

MNowsor 4, Tahes 1998, Edin (aober

1. Bahwa pemohon telah menguasai
secara nyata tanah yang bersangkutan
selama 20 {dua puluh) tahun atau
lebih secara berturut-tirut, atau telah
memperolah asaan itu dari
pihak lain yang telah menguasainya
sehingga wakiu penguasaan pemohon
dan  pendahuluan vya  tersebut
berjumlah 20 (dua puluh) tahun atau
lebih.

2. Penguasaantanah  tersebut
dilakukan dengan iktikad baik.

3. Selama penguasaan tersebut tidak
ah ada MengEangg 3

EIE:I? karena }i?:fgd.i.anggap diakui dan

dibenarkan oleh masyarakat hukum

adat atau Desa/Kelurahan yang
bersangkutan.

Tanah dimaksud tidak dalam sengketa,

Apabila penyataan tersebut memuat

hal-hal vang tidak sesuai dengan
kenyataan,

penandatanganan,/ pemohon  bersedia
ditutut dimuka Hakim baik secara
idana maupun perdata.

6. angan Kepala Desa/Lurah dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
saksi yang  kesakstanya  dapat
dipercaya, karena fungsinya sebagai
Ketua Adat setempat dan atau
penduduk yang  sudah  lama
bertempat tinggal di Desa/Kelurahan
letak  tanah  yang bersangkutan
dantidak  mempunyai  hubungan
Keiuax?a sampai derajat kedua baik
vertikal maupun horisontal.

Setelah persyaratan pendaftaran
hak atas tanah tersebut dipenuhi dan
didaftarkan di Kantor Pertahanan, proses
selanjutnva adalah peneliian berkas.
Apabila berkas dinyatakan lengkap maka
prosesnya melalui Konvensinamun
apabila berkas dinyatakan tidak lengkap
diproses melalui pengakuan hak dan
berkas tersebut diteruskan kepada Panitia
A. Panitia ini bertugas untuk mengadakan
penelitian tentang kebenaran obyek dan
subvek  hak  dilapangan, Proses
Pemeriksaan Panitia tersebut dapat
dilaksanakan secara pararel
pengukuran bidang tanahnya. Kedua jenis
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kegiatan tersebut merupakan prasyarat
untuk d;gat diumumkan selama

waktu {enam  puluh) hari. Apabﬂf
dalam jangka pengumuman tersebut tidak
ada sanggahan/kerabatan dari pihak lain
maka Sertifikat dapat diterbitkan.

5. Manfaat Pendaftaran Tanah

a. Sistematik: biaya murah, ganan
tepat waktu karena dilaksa-
nakan secara seremtak maka
waktu ditetapkan 1 tahun,
kecil kemungkinannya terja-
i penerbitan Sertifikat gan-
da karena pelaksanaannya
satu Desa lengkap dan se-
tiap bidang tanah diberi
Nomor Induk Bidang (NIB),
tingkat ketelilan pengu-
kuran lebih btnggi karena
pelaksanaanya secara seren-
tak dan murah did
dengan peralatan Kompu-
ter, penetapan batas lebih
mudah dan cepat serta
efektif karena Tim Ajudikasi
berkantor dilokasi pelaksa-
naandan sistemn  birokrasi
lebih pendek.

b. Sporadik: Tidak terikat wakitu karena
bersifat rutin, pelaksanaan
pengukuran masih dapat
menggunakan cara manual,
penefapan  batas kadang
menemui kesulitan karena
pemilik tanah yang
berbatasan sulit dijumpai.

. Sesuvai dengan ketentuan pasal 32

(2). Peraturan Pemerintah MNo. Tahun

1997, bahwa setelah 5 (lima) tahun

diterbitkan sertifikat secara sah atas nama

o atau badan hukum yang mem-

peroleh tanah tersebut dengan iktikad baik

dan mempunvai hak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut  pelaksanaan  hak
tersebut, ; "

Kendala : ol pyer
c. Sistematik: Apabila harus selalu didu-
kung dana proyek MNegara

banyak menanggung subs:-
di, tenaga yang digunakan
adalah rekruitmen dari Kan-
tor Pertanahan i ba-
gl Kantor yang tergo i
buk m&ng};hnlﬁtﬂmn pelaya-
nan rutin agak ter

dan masih lfnagkm].rﬂ%
baga Surveyor di bidang pe-
ngukuran.

d. Sporadik: Biaya lebih mahal, pelayanan
Kantor Pertanahan bersifat
pasif akibat tujuan Peme-
rintah untuk menuju Catur
Tertib  Pertanahan tidak
segera  ferealisasi  karena
pendaftaran hak atas tanah
hanya tergantung kesadar-
an masyarakat. Untuk me-
ngatasi hal tersebut maka
ditempuh jalan dengan Aju-
dikasi swadaya dan pela-
vanan vang bersifat massal.

6. Penutup

Demikian beberapa hal kecil yang
dapat disampaikan khususnya dalam
masalah penguasaan, pemilikan dan tata
cara pendaftaran hak atas tanah. Mudah-
mudahan tulisan ini dapal merupakan
sumbangsih pemikiran dari Lembaga
Birokrasi dalam hal ini Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo kepada Lembaga
Penchidikan di Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya.
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